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ABSTRAK
Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan rnelawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja atau keuntungan pribadi orang lain.
[bookmark: _Hlk13667574]Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan korupsi menurut dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam menyikapi putusan bebas tindak pidana korupsi tingkat kasasi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Dalam praktik peradilan pidana kita, Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Polemik yang muncul saat ini adalah apakah Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali  padahal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 33/PUU-XIV/2016 telah jelas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali secara terbatas yakni hanya terbatas kepada Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
Pembaharuan KUHAP melalui RUU KUHAP perlu menampung perbaikan serta rumusan baru terhadap lembaga Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang secara tegas mengatur pihak-pihak mana yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga tidak ada lagi disharmoni satu ketentuan dengan ketentuan lainnya serta mengeliminir perbedaan pendapat dan penafsiran di kalangan akademisi dan praktisi hukum. 
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ABSTRACT
Corruption is a criminal act of bribery and acts of legal vigilance that can harm the country's finances or economy, the welfare and interests of the people. Corruption is fraud or embezzlement of state or company money as a place for someone to work or for someone else's personal benefit.
The purpose of this study was to find out, study and analyze efforts to eradicate corruption according to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. As well as knowing the legal efforts carried out by the Prosecutor in responding to the verdict of corruption in the cassation level.
The research method used in the study was conducted in a normative juridical manner. It will enable one researcher to utilize empirical law and other sciences for the benefit and analysis and explanation of law without changing the character of legal science as normative science. The data used is secondary data, secondary legal material in the form of all publications about the law which are not official documents. Legal publications include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions. The qualitative data analysis used is descriptive analysis.
In the practice of our criminal justice, the Public Prosecutor has filed several times for extraordinary legal remedies regarding free verdicts or decisions free from lawsuits. The polemic that arises at this time is whether the Public Prosecutor can make judicial remedies even though in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 33 / PUU-XIV / 2016 it is clearly stated that those who can file legal remedies are convict or heir. The Public Prosecutor can submit a legal remedy for a limited review, which is limited to the decision free from all legal claims (onslag van recht vervolging).
The renewal of the Criminal Procedure Code through the KUHAP Bill needs to accommodate the improvement and new formulation of Judicial Judicial Review institutions that explicitly regulate which parties can submit a Judicial Review so that there is no disharmony between one provision and other provisions and eliminate differences of opinion and interpretation among academics and legal practitioners.
Keywords: Remedial Remedies, Free Cassation Decision, Corruption Crime.
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